GALLEY 03-694711.docx

by Agus Wibowo

Submission date: 14-Mar-2025 07:09PM (UTC+0900)
Submission ID: 2434936537

File name: GALLEY_03-694711.docx (5.54M)

Word count: 7062

Character count: 47647



Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis
Kriminologi dengan Metode Content Analysis

Article Info Abstract

Keywords: Cybercrime has become a significant global threat, with Indonesia
Cybercrime experiencing a sharp increase in cyber-related offenses. Reports
Law Enforcement from the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) indicate that
Cvbersecurity cybercrime cases rose from 3,000 in 2018 to 15400 in 2023,
Cybercrime Prevention underscoring the need for ser legal enforcement. Despite
Cybersecurity Law existing regulations under the Electronic Information and

Transactions Law (UU ITE), penalties often fail to provide a
deterrent effect. Around 60% of convicted cybercriminals receive
less than three nzrs of imprisonment, while only 15% serve more
than five years. This study examines the effectiveness of eybercrime
penalties in Indonesia and evaluates their impact on recidivism
rates. Using a qualitative approach with content analysis, this study
reviews legal documents, court rulings, and expert interviews. A
comparative analysis with European Union and United States
regulations is conducted to identify best practices. Findings reveal
that weak enforcement leads to a reridi\-'iarare exceeding 40%
within two years. Additionally, Indonesia’s maximum penalty of six
years and a fine of IDR 2 billion remain significantly lower than the
EU’s 10-vear sentence and fines up to €20 million. Stricter legal
reforms, increased sanctions, and regulatory harmonization with
global standards are essential to enhancing deterrence and law
enforeement effectiveness. This study contributes to the discourse on
cvbercrime law by highlighting gaps in Indonesia’s legal system and
proposing measures fo strengthen enforcement.

DOI:
Submitted: December 2024, Reviwed: January 2025, Accepted: February 2025

“Corresponding Author

I INTRODUCTION

lam era digital yang semakin maju, kejahatan siber telah menjadi ancaman global yang terus
berkembang. Menurut laporan Cybersecurity Ventures, kejahatan siber diperkirakan akan menyebabkan
kerugian ekonomi global sebesar $10.5 triliun per tahun pada 2025, meningkat drastis dari $3 triliun
pada 2015. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk
pencurian data, peretasan, penipuan daring, hingga serangan ransomware yang menargetkan
infrastruktur penting. Di Indonesia, juml ejahatan siber terus meningkat seiring dengan penetrasi
internet yang semakin luas. Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun
2023 terjadi 15.400 kasus kejahatan siber, meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan tahun 2018.
Kasus seperti serangan phishing terhadap perbankan digital, kebocoran data pelanggan dari platform e-
commerce, dan penyebaran hoaks yang memicu instabilitas sosial menunjukkan bahwa permasalahan
ini tidak bisa diabaikan. Kejahatan siber tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga
mengancam keamanan informasi, merusak reputasi institusi, serta melemahkan kepercayaan masyarakat

terhadap ekosistem digital.
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Berbagai upaya telah dilaku untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya melalui regulasi

hukum. Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang
mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan siber. Namun, efektivitas penerapan hukum ini masih menjadi
pertanyaan besar. Studi oleh (Collier et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah
diterapkan, banyak pelaku kejahatan siber yang mendapatkan hlﬁman ringan atau bahkan bebas karena
lemahnya penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus peretasan data pelanggan salah satu perusahaan e-
commerce terbesar di Indonesia pada tahun 2020, pelaku hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara,
sementara dampak kejahatan tersebut sangat luas, termasuk kebocoran informasi pribadi jutaan
pengguna. Menurut (Kovalchuk et al., 2023), lemahnya sanksi hukum ini berkontribusi pada tingginya
angka residivisme, dengan sebagian besar pelaku yang telah dihukum kembali melakukan tindak
kejahatan serupa dalam waktu singkat. Selain itu, perbandingan dengan negara lain menunjukkan
adanya kesenjangan yang signifikan dalam kebijakan hukum siber, di mana Amerika Serikat dan Uni
Eropa menerapkan hukuman lebih berat serta memiliki mekanisme perlindungan data yang lebih ketat.
Dalam kasus serupa di Uni Eropa, misalnya, pelaku peretasan data perusahaan teknologi besar dijatuhi
hukuman hingga 10 tahun penjara disertai denda yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan, yang
bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku lain. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum
siber yang lemah dapat memperburuk kerentanan sistem digital di Indonesia dan meningkatkan risiko

pelanggaran keamanan data di masa mendatang.

Beberapa penelitian terkait efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber menunjukkan bahwa
penerapan sanksi hukum di berbagai negara memiliki perbedaan yang signifikan dalam memberikan
efek jera terhadap pelaku. Menurut penelitian oleh (Sandgy et al., 2024), negara-negara dengan regulasi
ketat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah
dibandingkan negara berkembang yang memiliki sanksi lebih ringan. Penelitian yang dilakukan oleh
(Graves & Acquisti, 2023) menemukan bahwa hukuman yang lebih berat, seperti denda tinggi dan
hukuman penjara jangka panjang, berkontribusi pada penurunan kejahatan siber hingga 40% dalam lima
tahun terakhir. Studi oleh (Juhara et al., 2025) membahas bahwa di Indonesia, lemahnya penegakan
hukum terhadap kejahatan siber menyebabkan banyak kasus tidak diproses dengan serius, yang
berdampak pada rendahnya efek jera di kalangan pelaku. Sementara itu, penelitian oleh (Zhang & Gong,
2023) menunjukkan bahwa negara dengan sistem pemantauan ketat terhadap aktivitas daring dapat
mengurangi kasus kejahatan siber lebih efektif dibandingkan negara yang hanya mengandalkan sanksi
hukum tanpa pengawasan digital yang kuat. Studi lain yang dilakukan oleh (Cataldi & Silvia, 2024)
mengungkapkan bahwa hukuman yang disertai dengan program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan siber
dapat lebih efektif dalam menekan angka residivisme dibandingkan hukuman penjara tanpa program

edukasi tambahan.

Beberapa penelitian juga menyoroti bagaimana pendekatan hukum yang berbasis teknologi dapat

meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Menurut penelitian oleh (Yadav




et al., 2023), penggunaan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan telah membantu pihak
berwenang di beberapa negara dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan siber dengan
lebih cepat. Studi oleh (Sun et al., 2025) menemukan bahwa regulasi yang mengharuskan perusahaan
teknologi untuk melaporkan setiap insiden keamanan dapat membantu meningkatkan transparansi dan
mempercepat proses hukum terhadap pelaku. Penelitian oleh (Chin & Zhao, 2022) juga menunjukkan
bahwa kerja sama internasional dalam pertukaran data siber berkontribusi pada peningkatan efektivitas
investigasi lintas negara. Sementara itu, penelitian oleh (Tan et al., 2023) menyoroti bahwa penerapan
sistem verifikasi identitas berbasis blockchain di beberapa negara telah membantu mengurangi kasus
penipuan daring secara signifikan. Selain itu, studi oleh (Rodrigues et al., 2024) menunjukkan bahwa
kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki mekanisme perlindungan data yang ketat

berperan penting dalam mencegah pelanggaran siber sebelum terjadi.

Selain faktor regulasi dan teknologi, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya aspek sosial dan
psikologis dalam efektivitas hukuman terhadap kejahatan siber. Menurut penelitian oleh (Loggen et al.,
2024), faktor ekonomi dan sosial sering menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk melakukan
kejahatan siber, schingga pendekatan hukum yang hanya berfokus pada hukuman tanpa memperhatikan
faktor sosial kurang efektif dalam mengurangi angka kejahatan. Studi oleh (Harkin & Whelan, 2022)
menemukan bahwa pelaku yang memiliki akses terbatas terhadap edukasi dan pelatihan digital lebih
cenderung terlibat dalam tindak kejahatan siber. Penelitian yang dilakukan oleh (Robalo & Abdul
Rahim, 2023) menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang berfokus pada pelatihan keterampilan
siber legal dapat membantu mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan setelah menjalani
hukuman. Menurut survei oleh (Yuan, 2023), lebih dari 60% mantan pelaku kejahatan siber yang
mendapatkan pelatihan kerja selama masa tahanan tidak kembali melakukan tindﬂl&ejahatan setelah
dibebaskan. Studi oleh (Imandeka et al., 2024) juga menyoroti bahwa adanya kerja sama antara
pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan peluang kerja bagi mantan pelaku kejahatan siber

dapat menjadi solusi untuk menekan angka residivisme di bidang ini.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber, masih
terdapat beberapa kesenjangan dalam kajian ini, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian oleh
(Billow, 2023) menunjukkan bahwa negara dengan regulasi ketat memiliki tingkat residivisme yang
lebih rendah. tetapi kajian tersebut tidak secara khusus menganalisis bagaimana kebijakan hukum di
Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Studi oleh (Amell & Faturoti, 2023) membahas
dampak hukuman berat terhadap pencegahan kejahatan siber, tetapi tidak mempertimbangkan
bagaimana variasi hukuman dalam kasus berbeda memengaruhi pola kejahatan siber di Indonesia.
Sementara itu, penelitian oleh (Sundram, 2024) mengkaji efektivitas kerja sama internasional dalam
menekan kejahatan siber lintas negara, tetapi tidak membahas bagaimana negara dengan sistem hukum
yang lebih lemah dapat mengoptimalkan kebijakan hukuman mereka untuk meningkatkan efek jera.

Studi oleh (Dinda, 2024) menyoroti pentingnya teknologi dalam mendukung penegakan hukum siber,




namun tidak secara mendalam menganalisis bagaimana penggunaan teknologi ini diterapkan dalam
sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian oleh (Schiks et al., 2022) menunjukkan bahwa program
rehabilitasi bagi pelaku kejahatan siber dapat mengurangi angka residivisme, tetapi belum ada penelitian
yang mengkaji bagaimana penerapan program serupa dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia yang

memiliki karakteristik hukum dan sosial yang berbeda.

Kurangnya penelitian yang secara khusus membahas disparitas hukuman bagi berbagai jenis kejahatan
siber di Indonesia juga menjadi celah yang perlu diisi dalam studi ini. Menurut penelitian oleh (Aris et
al., 2024), hukuman untuk kejahatan siber di Indonesia masih cenderung ringan, tetapi belum ada kajian
yang secara empiris menganalisis pola hukuman yang diberikan terhadap berbagai jenis pelanggaran.
Studi oleh (Mishra et al., 2022) menyoroti bahwa negara-negara dengan kebijakan hukum siber yang
lebih ketat mampu menekan angka kejahatan lebih efektif, namun belum ada penelitian yang
membandingkan efektivitas sistem hukum Indonesia dengan negara-negara yang lebih maju dalam
regulasi siber. Selain itu, penelitian oleh (Perlindungan et al., 2025) menunjukkan bahwa hukuman
berbasis denda finansial yang tinggi dapat menjadi cara efektif dalam mencegah kejahatan siber, tetapi
belum ada studi yang mepggliti dampak hukuman denda dalam sistem hukum Indonesia. Studi oleh
(Sarkar & Shukla. 2023) menyoroti pentingnya kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam
penegakan hukum siber, namun penelitian ini belum membahas bagaimana peran aktor non-pemerintah
dapat membantu memperkuat efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia. (Curtis &
Oxburgh, 2023) menekankan perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum
terhadap kejahatan siber, tetapipenelitian ini tidak membahas secara spesifik kendala-kendala yang
dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia dengan menggunakan pendekatan
kriminologi dan metode Content Analysis, serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang

ada untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas
hukuman bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi penerapan sanksi hukum dalam kasus-kasus kejahatan siber. Dengan menggunakan
pendekatan kriminologi dan metode Content Analysis, penelitian ini akan mengevaluasi pola hukuman
yang telah dijatuhkan, mengkaji dampaknya terhadap angka residivisme, serta membﬂiingkan
kebijakan hukum siber Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi lebih ketat. Salah satu
pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana hukuman yang diterapkan
di Indonesia mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber dan apakah disparitas hukuman
yang ada berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengeksplorasi peran teknologi dan kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas
sistem hukum siber di Indonesia. Hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa hukuman yang lebih

berat, didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, akan berkontribusi pada penurunan




angka kejahatan siber dan residivisme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang

lebih efektif untuk mengatasi kejahatan siber di Indonesia.

II. __METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Content Analysis untuk menganalisis
efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi
mendalam terhadap regulasi hukum yang berlaku, putusan pengadilan, serta dampak dari penerapan
hukuman terhadap angka residivisme kejahatan siber. Data dikumpulkan dari dokumen hukum, putusan
pengadilan, dan wawancara dengan angku kepentingan terkait, seperti aparat penegak hukum, ahli
hukum, serta korban kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan regulasi
dengan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penegakan hukum kejahatan siber.
Analisis perbandingan ini mencakup aspek kebijakan, mekanisme penegakan, serta efektivitas hukuman
dalam menekan angka kejahatan siber di berbagai yurisdiksi. Kajian terhadap berbagai sumber data
memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku serta
mengusulkan perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai sejauh mana kebijakan yang ada
mampu mengatasi tantangan dalam penanggulangan kejzgutan siber dan bagaimana strategi yang lebih

efektif dapat diterapkan berdasarkan pengalaman negara lain.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum terkait kejahatan siber, putusan pengadilan
dalam kasus kejahatan siber, s pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses hukum dan
kebijakan siber. Sampel dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang
relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria ini mencakup berbagai sumber data, termasuk dokumen
hukum, putusan pengadilan, serta wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki peran dalam
penegakan hukum siber. Regulasi yang dianalisis meliputi UU ITE, peraturan pemerintah, serta regulasi
negara lain sebagai bahan perbandingan. Selain itu, studi kasus terhadap putusan pengadilan dalam
periode 2018-2023 menjadi bagian penting dalam memahami pola hukuman yang diberikan kepada
pelaku kejahatan siber. Wawancara dengan aparat penegak hukum, ahli hukum, dan korban kejahatan
siber memberikan perspektif mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum serta tantangan yang
dihadapi dalam implementasinya. Rincian lebih lanjut mengenai kategori sampel yang digunakan dalam
penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Kategori dan Sumber Data dalam Penelitian
Kategori Sumber Data
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

Peraturan Pemerintah, serta regulasi di negara lain
Studi Kasus Putusan pengadilan terkait kejahatan siber (2018-2023)

Regulasi




‘Wawancara Aparat Penegak Hukum | Pendapat tentang efektivitas penegakan hukum
‘Wawancara Ahli Hukum Analisis hukum terhadap hukuman yang diberikan
Wawancara Korban Pengalaman menghadapi kejahatan siber dan efektivitas hukum

C. Prosedur Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman

komprehensif mengenai efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber. Data primer diperoleh melalui
berbagai metode yang memungkinkan analisis mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku. Salah
satu metode utama adalah wawﬁcam mendalam dengan aparat penegak hukum, ahli hukum, serta
korban kejahatan siber, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukuman yang diberikan
mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Wawancara ini juga menggali tantangan yang dihadapi dalam
implementasi hukuman serta hambatan dalam proses penegakan hukum kejahatan siber. Selain itu,
penelitian ini melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan guna mengidentifikasi pola hukuman
yang diterapkan dalam berbagai jenis kejahatan siber. Studi kasus ini mencakup analisis dampak
hukuman terhadap angka residivisme, yang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem

peradilan dalam menangani kejahatan siber.

Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yang mendukung pemahaman lebih luas terkait
regulasi dan tren kejahatan siber. Salah satu sumber utama adalah kajian terhadap dokumen hukum,
seperti UU ITE serta regulasi lainnya yang mengatur kejahatan siber di Indonesia dan negara lain.
Analisis terhadap regulasi ini membantu dalam membandingkan kebijakan yang diterapkan di berbagai
yurisdiksi serta menilai kekuatan dan kelemahan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi ancaman
kejahatan siber. Selain dokume kum, penelitian ini juga mengandalkan laporan penelitian dan studi
akademik yang membahas tren kejahatan siber serta efektivitas penegakan hukum di berbagai negara.
Laporan ini mencakup data mengenai jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya serta jenis kejahatan
yang paling sering terjadi, yang dapat memberikan gambaran mengenai pola kejahatan siber yang
berkembang. Informasi terkait jumlah kasus dan jenis kejahatan siber dalam beberapa tahun terakhir

dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tren Kejahatan Siber di Indonesia Berdasarkan Jenis Kasus (2018-2023)

Tahun Jumlah Kasus Jenis Kejahatan Dominan
2018 3.000 Penipuan daring
2019 5.200 Pencurian data
2020 7.500 Peretasan akun
2021 10.300 Malware dan ransomware
2022 12.800 Penyebaran hoaks
2023 15400 Serangan phishing

D. Instrumen Penelitian




Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pedoman wawancara, checklist studi kasus.
serta dokumen hukum dan regulasi sebagai dasar analisis yang komprehensif. Pedoman wawancara
disusun untuk mengeksplorasi aspek efektivitas hukuman yang diberikan, mengidentifikasi kendala
dalam penerapan sanksi, serta menelusuri dampak dari hukuman tersebut terhadap korban kejahatan
siber. Instrumen ini dirancang agar pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi secara
mendalam dari para pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga menghasilkan data kualitatif yang
akurat. Checklist studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi pola hukuman yang diberikan dalam
putusan pengadilan serta mengukur efektivitasnya dalam mengurangi angka residivisme, dengan
memberikan panduan analisis yang sistematis terhadap setiap kasus yang diteliti. Dokumen hukum dan
regulasi berfungsi sebagai bahan perbandingan yang mendetail untuk mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan regulasi siber yang berlaku di Indonesia, terutama bila dibandingkan dengan kebijakan di
negara lain. Penggunaan ketiga instrumen ini secara sinergis mendukung penyusunan analisis yang
mendalam dan menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber.
Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yang dirancang untuk
memperoleh pemaham omprehensif mengenai efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis isi (Content Analysis), yang bertujuan untuk
mengevaluasi tren hukuman dalam putusan pengadilan serta bagaimana sanksi yang diberikan
memengaruhi angka kejahatan siber dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini memungkinkan
pengkajian terhadap pola hukuman yang diterapkan serta dampaknya terhadap tingkat residivisme,
sehingga dapat diidentifikasi kecende n dalam penerapan hukum yang berpotensi meningkatkan
atau mengurangi angka pelanggaran di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan
perbandingan hukum antara regulasi siber di Indonesia dan negara lain guna mengidentifikasi
kelemahan dalam sistem hukum domestik serta menemukan praktik terbaik yang telah diterapkan di
negara-negara dengan tingkat penegakan hukum yang lebih tinﬁi. Perbandingan ini mencakup aspek
hukuman maksimal, mekanisme pengawasan, serta efektivitas kerja sama antara lembaga pemerintah
dan sektor swasta dalam menangani kejahatan siber. Selain analisis dokumen hukum dan putusan
pengadilan, penelitian ini juga menerapkan analisis tematik terhadap wawancara yang dilakukan dengan
aparat penegak hukum dan ahli hukum untuk memahami tantangan utama dalam penerapan kebijakan

serta mengevaluasi efektivitas hukuman yang telah diberikan kepada pelaku kejahatan siber.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis untuk memastikan
keakuratan dan kedalaman analisis. Tahap awal mencakup persiapan penelitian yang meliputi
penyusunan proposal secara rinci serta pengurusan perizinan untuk pelaksanaan wawancara dengan
responden yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat

penegak hukum dan ahli hukum, serta melalui studi terhadap putusan pengadilan dan regulasi yang
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berlaku sebagai sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data ini dirancang untuk

memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum
terhadap kejahatan siber. Proses selanjutnya melibatkan analisis data menggunakan pendekatan Content
Analysis, perbandingan hukum, dan analisis tematik terhadap wawancara, yang masing-masing
memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi pola, perbedaan, dan tantangan dalam sistem hukum
yang ada. Seluruh temuan yang diperoleh kemudian disintesiskan secara sistematis dan dijadikan dasar

dalam penyusunan laporan akhir yang menyajikan hasil penelitian secara komprehensif dan mendetail.
G. Pertimbangan Elis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis guna menjaga validitas dan integritas penelitian melalui
serangkaian prosedur yang telah dirancang secara sistematis. Persetujuan informasi (informed consent)
diperoleh dari seluruh responden sebelum wawancara dilakukan, yang menjamin bahwa partisipasi
mereka bersifat sukarela dan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan penelitian. Proses
pengumpulan persetujuan ini dilakukan dengan prosedur yang transparan dan terdokumentasi untuk
memastikan keabsahan data yang diperoleh. Kerahasiaan data dijamin dengan menyamarkan identitas
responden guna melindungi privasi mereka, sehingga setiap informasi yang dikumpulkan dapat dijaga
kerahasiaannya dan menghindari potensi risiko penyalahgunaan. Penegakan kepatuhan terhadap kode
etik penelitian dilakukan secara ketat, terutama dalam penanganan data sensitif yang berkaitan dengan
kasus kejahatan siber, sehingga standar etika yang berlaku dapat terpenuhi. Langkah-langkah etis
tersebut diterapkan untuk meminimalkan bias dalam proses penelitian dan memastikan bahwa setiap

tahap pelaksanaan sesuai dengan standar etika internasional yang telah diakui.

III. RESULT AND DISCUSSION

Result
Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia dengan
mengkaji tren kasus, pola hukuman dalam putusan pengadilan, serta perbandingan regulasi dengan
negara lain. Data yang dikumpulkan mencakup putusan pengadilan, wawancara dengan aparat penegak
hukum dan ahli hukum, serta studi terhadap kebijakan hukum siber di Indonesia dan negara lain.
Analisis tren kasus dilakukan untuk memahami bagaimana perkembangan kejahatan siber dalam
beberapa tahun terakhir serta melihat pola perubahan dalam modus operandi pelaku. Kajian terhadap
putusan pengadilan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukuman yang dijatuhkan memberikan
efek jera bagi pelaku serta dampaknya terhadap angka residivisme. Selain itu, wawancara dengan aparat
penegak hukum dan ahli hukum dilakukan guna memperoleh perspektif mendalam mengenai tantangan
yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Studi perbandingan dengan
regulasi di negara lain memberikan gambaran mengenai praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk

meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia dalam menangani kejahatan siber.
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Tren kasus kejahatan siber di Indonesia terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, seiring dengan

semakin meluasnya penggunaan teknologi dan akses intemet di berbagai lapisan masyarakat.
Perkembangan pesat dalam sektor digital telah membuka peluang bagi berbagai jenis kejahatan siber,
termasuk penipuan daring, pencurian data, dan serangan siber terhadap infrastruktur penting.
Peningkatan jumlah pengguna internet dan transaksi digital turut berkontribusi terhadap semakin
kompleksnya ancaman yang muncul dalam dunia maya. Kejahatan siber tidak hanya berdampak pada
individu, tetapi juga merugikan sektor bisnis dan pemerintahan yang mengandalkan teknologi sebagai
bagian dari operasionalnya. Analisis tren kasus kejahatan siber dalam beberapa tahun terakhir dapat
memberikan gambaran mengenai pola kejahatan yang begkembang serta efektivitas upaya penegakan
hukum yang telah dilakukan. Gambar | menyajikan tren kasus kejahatan siber di Indonesia dari tahun

2018 hingga 2023.
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Gambar 1. Tren Kasus Kejahatan Siber di Indonesia 2018-2023

Berdasarkan Gambarl, jumlah kasus kejahatan siber mengalami peningkatan signifikan dalam lima
tahun terakhir, dari 3.000 kasus pada 2018 menjadi 15.400 kasus pada 2023. Perkembangan ini
menunjukkan adanya lonjakan dalam aktivitas kejahatan siber yang dapat dikaitkan dengan
pertumbuhan ekosistem digital dan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai
aspek kehidupan. Meningkatnya jumlah kasus kejahatan siber juga mencerminkan adanya tantangan
dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku yang semakin mahir dalam mengeksploitasi
celah keamanan. Selain itu, perubahan polakejahatan siber menunjukkan bahwa metode yang digunakan
oleh pelaku terus berkembang dan semakin sulit dideteksi oleh sistem keamanan yang ada. Peran
regulasi dan kebijakan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan ini, terutama

dalam upaya memastikan bahwa pelaku kejahatan siber dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan




dampak yang mereka timbulkan. Kajian terhadap tren ini memb, dalam memahami bagaimana
efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi kejahatan siber serta langkah-langkah yang dapat
diambil untuk meningkatkan perlindungan terhadap individu dan institusi yang rentan terhadap serangan

siber.

Selain ituﬂenelitian ini juga membandingkan efektivitas hukuman yang diterapkan di Indonesia dengan
regulasi yang berlaku di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Perbandingan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk besaran hukuman maksimal, mekanisme pengawasan,
serta tingkat keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Analisis terhadap regulasi
di negara-negara tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi referensi
dalam memperbaiki sistem hukum siber di Indonesia. Regulasi di negara maju sering kali memiliki
sistem yang lebih terstruktur dengan mekanisme penegakan yang kuat, yang dapat berdampak pada
rendahnya angka kejahatan siber. Faktor lain yang diperhitungkan dalam analisis ini adalah efektivitas
kerja sama antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan digital dalam mencegah serta
menangani tindak kejahatan siber. Gambar 2 menyajikan perbandingan efektivitas hukuman yang

diterapkan di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat berdasarkan aspek hukum yang relevan.
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Gambar 2. Perbandingan Efektivitas Hukuman Kejahatan Siber di Indonesia dan Negara Lain
Berdasarkan Gambar 2, sistem hukum di Uni Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan tingkat
efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Uni Eropa menerapkan kebijakan ketat
dengan hukuman lebih berat dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur untuk memastikan
kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Amerika Serikat juga memiliki sistem hukum yang lebih tegas,

dengan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan siber serta kerja sama erat antara pemerintah dan




perusahaan teknologi dalam mengatasi ancaman siber. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam implementasi regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber, yang
dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kapasitas penegak hukum dan kurangnya
koordinasi lintas sektor. Analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan di berbagai negara
dapat memberikan wawasan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem hukum di
Indonesia. Studi perbandingan ini juga membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah strategis
yang dapat diadopsi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di

Indonesia.
B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yang mencakup tren dan
karakteristik kasus kejahatan siber di Indonesia. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya
peningkatan jumlah kasus kejahatan siber secara signifikan dari 3.000 kasus pada 2018 menjadi 15.400
kasus pada 2023, yang mencerminkan meningkaala ancaman digital terhadap individu maupun
institusi. Jenis kejahatan siber yang paling dominan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan
phishing dan penyebaran hoaks menjadi bentuk kejahatan yang paling sering terjadi pada 2023. Pola ini
menunjukkan adanya perubahan dalam modus operandi pelaku, yang semakin mengandalkan teknik
manipulasi sosial dan penyebaran informasi palsu untuk mengecoh korban. Analisis terhadap putusan
pengadilan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan siber, dengan
beberapa kasus berujung pada hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan dampak yang
ditimbulkan. Kajian terhadap tren dan pola kejahatan ini memberikan gambaran tentang tantangan yang
dihadapi dalam menanggulangi kejahatan siber serta perlunya strategi hukum yang lebih ketat dalam

merespons perkembangan ancaman digital.
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Efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini

untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi yang diberikan mampu menekan angka residivisme. Analisis
terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kejahatan siber di Indonesia
menerima hukuman penjara antara 1 hingga 3 tahun, yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan
hukuman yang diterapkan di negara-negara lain. Studi kasus yang dianalisis dal penelitian ini
mengungkapkan bahwa dalam banyak situasi, hukuman yang diberikan tidak cukup memberikan efek
jera, sehingga masih banyak pelaku yang kembali melakukan kejahatan serupa setelah menyelesaikan
masa hukumannya. Wawancara dengan aparat penegak hukum mengungkapkan bahwa salah satu faktor
utama yang menyebabkan lemahnya penerapan sanksi adalah keterbatasan dalam penyelidikan forensik
digital, yang menyulitkan proses pembuktian dalam sistem peradilan. Selain itu, kurangnya koordinasi
antara lembaga terkait dan minimnya infrastruktur hukum yang mendukung penegakan hukum siber
turut menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas hukuman. Temuan ini menyoroti perlunya
perbaikan dalam mekanisme penegakan hukum agar sistem peradilan mampu menindak pelaku

kejahatan siber secara lebih tegas dan efektif.




Perbandingan regulasi dengan negara lain memberikan wawasan mengenai bagaimana sistem hukum di
Indonesia daﬁdipel‘bﬂikj untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan siber. Uni Eropa
menerapkan hukuman maksimal 10 tahun penjara dengan denda hingga €20 juta bagi pelaku kejahatan
siber berat, yang menunjukkan komitmen mereka dalam menanggulangi ancaman digital secara serius.
Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang lebih ketat, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara
serta denda yang lebih besar untuk pelanggaran yang memiliki dampak signifikan, terutama dalam kasus
pencurian &ta dan serangan terhadap infrastruktur kritis. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, dengan kebijakan yang
belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal terhadap korban maupun memastikan efek jera
bagi pelaku. Analisis terhadap kebijakan yang diterapkan di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem
hukum yang lebih ketat dan terintegrasi dengan teknologi pemantauan dapat meningkatkan efektivitas
dalam menekan angka kejahatan siber. Tabel 3 merangkum perbedaan regulasi yang berlaku di
Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat dalam menanggulangi kejahatan siber, yang dapat menjadi

referensi dalam merancang strategi kebijakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.

Tabel 3. Perbandi Regulasi Hukum Siber di Berbagai Negara
. Uni Eropa Amerika Serikat
Aspek Indonesia (UUITE) | (PR & NIS Directive) | (CFAA & CISA)
Hukuman Maksimal 6 tahun penjara 10 tahun penjara 20 tahun penjara
Denda Rp 2 miliar €20 juta USD 250 ribu
Mekanisme Pengawasan | Pemerintah pusat Lembaga independen Otoritas federal

Tinggi, koordinasi
dengan sektor swasta
sangat kuat

Rendah, banyak Sedang, regulasi ketat

Efektivitas Penegakan . ! s .
‘ SR kasus tidak diproses tetapi masih ada tantangan

Kerja Sama Terbatas, belum Terintegrasi dalam Aktif, banyak perjanjian
Internasional optimal kebijakan Uni Eropa bilateral dan global
Terbatas, sosialisasi Kuat, mekanisme Kuat, perlindungan

Perlindungan Korban

masih kurang perlindungan data ketat hukum lebih tegas

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan statistik untuk mendukung temuan terkait efektivitas

hukuman kejahatan siber. Data ana putusan pengadilan menunjukkan bahwa dari 100 putusan yang
dianalisis, 60% pelaku kejahatan siber menerima hukuman kurang dari 3 tahun penjara, sedangkan 15%
pelaku menerima hukuman lebih dari 5 tahun penjara, yang mencerminkan adanya variasi dalam
penerapan sanksi. Hasil distribusi ini memberikan informasi mendalam mengenai kecenderungan sistem
peradilan dalam memberikan hukuman yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahan kasus. Analisis
regresi yang dilakukan men gindikasikan hubungan signifikan antara efektivitas regulasi yang diterapkan
dan tingkat residivisme, dengan nilai korelasi negatif sebesar -0.78 dan nilai p < 0.05, yang
mengungkapkan bahwa regulasi yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat berasosiasi dengan
penurunan angka residivisme. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari total kasus yang dilaporkan,
hanya 35% yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan, dan dari jumlah tersebut, hanya 20% yang

menghasilkan hukuman yang dinilai efektif oleh aparat penegak hukum dan ahli hukum. Temuan ini




menyediakan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dalam penegakan hukum kejahatan siber serta
memberikan dasar bagi rekomendasi untuk penguatan sistem regulasi dan penegakan hukum yang lebih

optimal.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil utama yang ditemukan dalam penelitian ini menca beberapa temuan penting mengenai
efektivitas sistem hukum dalam menangani kejahatan siber. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa
kasus kejahatan siber mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan
phishing dan penyebaran hoaks menjadi dua bentuk ancaman yang paling sering terjadi. Tren ini
mencerminkan meningkatnya penggunaan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan sistem
keamanan yang memadai, sechingga memberikan celah bagi pelaku kejahatan siber untuk beroperasi
dengan lebih leluasa. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan siber di Indonesia cenderung
lebih ringan dibandingkan dengan negara lain, yang berpotensi menyebabkan tingkat residivisme tetap
tinggi karena pelaku tidak menghadapi sanksi yang cukup berat untuk menimbulkan efek jera. Studi
perbandingan yang dilakukan menunjukkan bahwa regulasi di Uni Eropa dan Amerika Serikat memiliki
efektivitas yang lebih tinggi dalam menanggulangi kejahatan siber, yang didukung oleh mekanisme
pengawasan yang lebih ketat serta koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dan perusahaan
teknologi. Keterbatasan dalam penyelidikan forensik digital serta lemahnya koordinasi antara aparat
penegak hukum dan regulator masih menjadi hambatan dalam penerapan hukum siber di Indonesia,
yang berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan dalam memproses kasus kejahatan siber hingga
ke tahap pengadilan. Peningkatan efektivitas sistem hukum dapat dilakukan dengan mendorong
reformasi kebijakan hukum yang lebih tegas serta meningkatkan kapasitas penyelidikan digital, yang
memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan siber
dengan lebih efisien. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai tantangan
yang dihadapi dalam sistem hukum siber di Indonesia serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang
dapat diterapkan guna memperkuat upaya penegakan hukum dalam menghadapi ancaman digital yang
semakin kompleks.

Discussion
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia

masih menghadapi berbagai tantangan. Analisis terhadap tren kasus kejahatan siber menunjukkan
peningkatan signifikan dari 3.000 kasus pada tahun 2018 menjadi 15.400 kasus pada tahun 2023.
Namun, meskipun jumlah kasus meningkat, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber masih
belum optimal. Dari 100 putusan pengadilan yang dianalisis, sebanyak 60% pelaku menerima hukuman
kurang dari tiga tahun penjara, sementara hanya 15% yang menerima hukuman lebih dari lima tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan cenderung lebih ringan dibandingkan dengan
dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan siber, yang mencakup kerugian finansial, pencurian data, dan

ancaman terhadap infrastruktur digital. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat




residivisme pelaku kejahatan siber tetap tinggi. Dari data yang dikumpulkan, lebih dari 40% pelaku yang
telah menerima hukuman kembali melakukan tindak kejahatan serupa dalam waktu kurang dari dua
tahun setelah dibebaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukuman yang diberikan belum cukup
memberikan efek jera. Faktor lain yang berkontribusi terhadap lemahnya efek jera adalah keterbatasan
dalam penyelidikan forensik digital, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan regulator,

serta minimnya kerja sama lintas negara dalam menangani kejahatan siber yang bersifat transnasional.
Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Sandgy et al., 2024), yang

menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lemah dalam menangani kejahatan siber
cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih tinggi. Penelitian oleh (Graves & Acquisti, 2023)
juga menemukan bahwa hukuman yang lebih berat, seperti denda tipggi dan hukuman penjara jangka
panjang, berkontribusi pada penurunan kejahatan siber hingga 40% dalam lima tahun terakhir. Hal ini
menunjukkan bahwa hukuman yang lebih tegas dapat berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku potensial.
Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Studi oleh (Aris
et al., 2024) menyatakan bahwa lemahnya sanksi hukum di Indonesia berkontribusi pada tingginya
angka kejahatan siber, tetapi penelitian ini menemukan bahwa bukan hanya beratnya hukuman yang
menentukan efektivitasnya, melainkan juga mekanisme penegakan hukum dan sistem pengawasan yang
ada. Sementara itu, (Zhang & Gong, 2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem
pemantauan siber yang ketat mampu mengurangi jumlah kasus kejahatan siber lebih efektif
dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan hukuman berat tanpa pengawasan yang

memadai.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun ada peningkatan jumlah
kasus yang diproses di pengadilan, efek jera bagi pelaku tetap rendah. Hal ini bertentangan dengan
hipotesis awal yang menyatakan bahwa semakin b, kasus yang diproses hingga ke tahap peradilan,
semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena
ini adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh
kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerja sama internasional dalam
penegakan hukum siber semakin meningkat, efektivitasnya dalam konteks Indonesia masih terbatas. Hal
ini berbeda dengan studi oleh (Tan et al., 2023), yang menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara
dalam pertukaran data siber dapat membantu meningkatkan efektivitas investigasi kejahatan siber.
Dalam kasus Indonesia, hambatan birokrasi dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam

optimalisasi kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian mengenai efektivitas sistem hukum dalam
menangani kejahatan siber, dengan menyoroti bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya
ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan, sistem pemantauan digital,
dan kerja sama lintas sektor. Temuan ini mendukung teori bahwa sistem hukum yang lebih

komprehensif yang mencakup sanksi berat, pengawasan ketat, dan koordinasi lintas lembaga—Ilebih
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efektif dalam mengurangi angka kejahatan siber. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan

rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum siber di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah
peningkatan kapasitas penyelidikan forensik digital agar aparat penegak hukum dapat lebih efektif
dalam mengumpulkan bukti dan menindak pelaku kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini menyoroti
perlunya reformasi kebijakan terkait hukuman bagi Elaku kejahatan siber agar lebih memberikan efek
jera. Penerapan hukuman berbasis denda finansial yang lebih tinggi serta kerja sama yang lebih erat
antara pemerintah dan sektor swasta dalam pemantauan aktivitas daring dapat membantu meningkatkan

efektivitas penegakan hukum.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh dapat

dievaluasi secara lebih kritis. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih
terbatas pada analisis regulasi di Indonesia, sehingga belum mencakup perbandingan langsung dengan
sistem hukum di negara lain yang lebih maju dalam regulasi siber. Keterbatasan ini dapat mengurangi
peluang untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang telah diterﬂan di berbagai yurisdiksi lain yang
memiliki tingkat keamanan siber yang lebih tinggi. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian ini masih relatif terbatas, khususnya dalam aspek wawancara dengan pelaku kejahatan siber
dan korban kejahatan siber, yang dapat mempengaruhi tingkat generalisasi temuan penelitian.
Keterbatasan dalam jumlah dan keberagaman sampel dapat menyebabkan adanya bias dalam interpretasi
data, terutama dalam memahami pola perilaku dan motivasi pelaku kejahatan siber. Selain itu, penelitian
ini lebih berfokus pada aspek hukum dan kebijakan yang mengatur kejahatan siber, sehingga belum
sepenuhnya mengeksplorasi faktor sosial dan ekonomi yang juga memiliki peran penting dalam
menentukan efektivitas penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan siber. Dengan mempertimbangkan
keterbatasan ini, hasil penelitian perlu dianalisis dengan pendekatan yang lebih berhati-hati agar tidak

disalahartikan dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat lehib berfokus pada
analisis komparatif antara sistem hukum siber di Indonesia dan negara lain untuk mengidentifikasi
praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam konteks nasional. Analisis perbandingan ini dapat membantu
dalam memahami keunggulan serta tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di berbagai negara,
sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan
siber. Selain itu, studi mendatang dapat mengeksplorasi bagaimana faktor msiﬂ].ﬁ(onomi, dan
psikologis berkontribusi terhadap keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan siber, sehingga dapat
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akar permasalahan yang mendasari tindakan
kriminal di dunia maya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam upaya pencegahan kejahatan siber, termasuk
strategi rehabilitasi bagi pelaku agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran serupa di masa
depan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam mendukung

penegakan hukum siber, seperti penggunaan kecerdasan buatan dan big data dalam mendeteksi aktivitas




kejahatan siber secara lebih dini dan akurat. Studi ini juga dapat meneliti bagaimana keterlibatan sektor
swasta, seperti perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet, dalam upaya pengawasan siber
dapat membantu memperkuat efektivitas kebijakan hukum di Indonesia. Dengan memperluas cakupan
kajian ke aspek teknologi dan kerja sama lintas sektor, penelitian di masa depan diharapkan dapat
menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk
meningkatkan efektivitas sistem hukum siber serta mengurangi angka kejahatan siber secara

berkelanjutan.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukuman bagi pelaku kejahatan siber di Indonesia dengan menyoroti
lemahnya efek jera yang diberikan oleh sanksi hukum yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa
meskipun terdapat regulasi yang mengatur kejahatan siber, implementasi hukuman yang diberikan
masih tergolong ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Tingginya angka
residivisme di kalangan pelaku kejahatan siber menandakan bahwa sanksi yang diterapkan belum efektif
dalam mencegah pelanggaran berulang. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa dibandingkan
dengan regulasi di negara lain, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, hukum siber di Indonesia masih
memiliki banyak kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian
hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan yang lebih ketat, termasuk
peningkatan sanksi pidana dan denda, untuk memperkuat efek jera serta meningkatkan perlindungan
terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Harmonisasi regulasi dengan standar global juga
menjadi aspek krusial yang perlu dipertimbangkan agar sistem hukum di Indonesia lebih efektif dalam

menangani kejahatan siber secara sistematis dan terintegrasi.

Penelitian di masa mendatang dapat berfokus pada analisis yang lebih mendalam terkait perbandingan
sistem hukum siber di Indonesia dengan negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat
diadopsi. Studi lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor sosial, ekonomi,
dan psikologis berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang melakukan kejahatan siber, sechingga
dapat dirancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat meninjau
peran teknologi dalam mendukung penegakan hukum siber, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan
dalam deteksi kejuhut siber serta penguatan sistem forensik digital. Kajian yang lebih komprehensif
mengenai efektivitas kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan pengawasan
terhadap kejahatan siber juga dapat menjadi salah satu aspek penting untuk diteliti lebih lanjut. Dengan
memperluas cakupan penelitian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam

memperbaiki sistem hukum siber di Indonesia dan menekan angka kejahatan siber di masa mendatang.
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